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BUPATI TASIKMALAYA 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA 

NOMOR: 13 TAHUN 2011 

TENTANG 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA 

TAHUN 2011-2015 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPA TI T ASIKMALAY A, 

Menimbang a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 

Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah berkonsultasi 

dengan Menteri; 

Mengingat 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 

Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Peraturan Daerah tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan 

setelah Kepala Daerah dilantik; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di 

atas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015. 

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah 

Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang 

Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah 

Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 2851); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang 

Bersih dan Bebas dari Korupsi, kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 
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4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang­

Un dang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4844); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4725); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang­

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota 

Kabupaten Tasikmalaya dari Wilayah Kota Tasikmalaya ke Singaparna di Wilayah 

Kabupaten TasikmaJaya (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 110); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan 

Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 

82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4815); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas 

Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 
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16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 

17. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional Tahun 2010-2014; 

18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 

PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator 

Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; 

19. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 

PERj20jM.PANjllj2008 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator 

Kinerja Utama; 

20. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 29 Tahun 2010 

tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah; 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 

Daerah; 

22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 

(Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah 

Nomor45); 

23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 

2009 Nomor 6 Seri E); 

24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 - 2029 (Lembaran Daerah Tahun 

2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 86); 

25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan 

Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005 -2025; 

26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan 

atas Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 -2013; 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana 

Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya; 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara 

dan Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Tasikmalaya; 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan 

Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten 

Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 8); 
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30. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan Sekretariat Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya; 

31. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Dinas 

Daerah Kabupaten Tasikmalaya; 

32. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 16 Tahun 2008 tentang Lembaga 

Teknis Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu 

Kabupaten Tasikmalaya; 

33. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 17 Tahun 2008 tentang 

Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya; 

34. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 18 Tahun 2008 tentang 

Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya; 

35. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005-

2025 

36. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rumah 

Sakit Umum Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA 

dan 

BUPA TI TASIKMALA YA 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 

DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2011-2015 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal1 

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 

3. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten 

Tasikmalaya. 

5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 

untuk Periode 5 (lima) tahun. 
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BAB II 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 

Pasal2 

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten 

Tasikmalaya Tahun 2011-2015, yang dapat disingkat menjadi RPJMD Kabupaten Tasikmalaya 

Tahun 2011-2015. 

BAB III 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal3 

(1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015 

ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah sekaligus pedoman bagi seluruh pemangku 

kepentingan, baik bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha di dalam 

mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah yang berkesinambungan 

(2) Adapan tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya adalah: 

a. Menetapkan Visi, Misi Dan Program Pembangunan Daerah Jangka Menengah; 

b. Menetapkan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat 

Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat 

Daerah dan perencanaan penganggaran. 

c. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang strategis dan terpadu antara perencanaan 

dengan Kabupaten Tasikmalaya 

BAB IV 

SISTEMA TIKA RPJMD 

Pasal4 

Sistematika RJPMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan 

Daerah ini terdiri dari : 

BABI 

BAB II 

BAB III 

BABIV 

BABV 

BABVI 

BAB VII 

BAB VIII 

BABIX 

BABX 

PENDAHULUAN 

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN 

ANALISI ISU-ISU STRATEGIS 

VISI,MISI, TUJUAN DAN SASARAN 

STRATEGI DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH 

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH 

PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN 

PENUTUP 

BABV 

lSI DAN URAIAN RPJMD 

Pasal5 

lsi dan uraian RJPMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015 sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 

tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini. 
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BABVI 

MASA BERLAKU RPJMD 

Pasal6 

RJPMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015 sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini berlaku 

sejak tanggal diundangkan sampai dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya 

tentang Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RJPMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2015-2020. 

BAB VII 

KETENTUANPENUTUP 

Pasal7 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan 

penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 

Diundangkan di Tasikmalaya 

pada tanggal 7 Des ember 2011 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN 

T ASIKMALA VA, 

NIP. 196112171983051001 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA 

TAHUN 2011 NOMOR 13 

Ditetapkan di Tasikmalaya 

pada tanggal 6 D es ember 2011 

r BUPATI TASIKMALAYA, 

\ 

~ UU RUZ'HANUL ULUM 



Sasaran Kondisi Awal Target Pencapaian Sasaran (Tahun 2011 - 2015) Target Akhir 
SKPD 

Tujuan Satuan 
(2010) RPJMD 

PENANGGUNG 
Uraian Indikator Capaian Sasaran 2011 2012 2013 2014 2015 JAWAB 

- Genset (630 KVA) buah 1 - 1 

- Gardu Cantol (315 KVA) buah 1 - 1 

- Rumah Gardu buah - 1 - 1 

- Rumah Genset unit - 1 - 1 

8 Tersedianya data base pemetaan jaringan Kec 33 2 4 - 39 
distribusi listrik 

5. Meningkatkan Mitigasi dan 5.1 Terlaksananya mitigasi dan 1 Terbentuknya Badan Penanggulangan OPD 0 1 - - 1 Badan 
Penanggulangan Bencana penanggulangan bencana alam Bencana Alam Daerah Penanggulangan 

. n, 

2 Tersedianya sa rana dan prasarana mitigasi Paket 0 1 1 1 1 1 5 
bencana alam 

3 Jumlah TAGANA orang 104 104 114 124 134 144 144 Dlnsosduknaker 

4 Tersedianya Dokumen Mitigasi Bencana dokumen 0 1 - 1 
Alam Kab Tasikmalaya 

t BUPATI TASIKMALAVY 

~ UU RUZHANUL UL 

.. Target Misi 4 - 7 


	100001
	100002
	100003
	100004
	100005
	100006
	100007

